
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat lJ Kendari (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1995 Nornor 44, Tambahao 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 

2. Undang-Uodang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kcrupsi, Kclusi 
dan Nepotisme; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

Mengingat 

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Nornor 41 Romawi V, 
Hal Khusus Lainnya, dalam Lampiran I Peraturan Menteri 
Dalarn Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020, maka Pemerintah Daerah menganggarkan 
kembali kewajiban kepada Pihak Ketiga sesuai kode rekening 
berkenaan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dima.ksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 61 
Tahun 20 l 9 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2020; 

WALIKOTA KENDARI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI 
NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2020 

TENT ANG 

PROVINSISULAWESITENGGARA 
PERATURAN WALIKOTA KENDARI 

NOMOR ;l:i. TAHUN 2020 

WALIKOTA KENDART 



- 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tam.bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembe.ntuka.n 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349); 

10.Undang-Undaug Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir 
dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pcngelolaan Keuangan Badan Layanan Umurn [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) aebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nornor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 



Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

12.Peraturan Pemerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah d.iubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedornan 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

15. Pera tu ran Pemerintah Nornor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5 I 65); 

17. Peraturan Pemerintab Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nornor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

20.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang llak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 

21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri .Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pcngelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nornor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nornor 310); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telab diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 36 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan 2015 Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Belita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5257); 

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Prociuk Huk:um Daerah (Belita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telab diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Huk:um Dacrah 
[Berita Negara Republik Insonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Penyusunao Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

26. Peraturan Daerah Kota Kendarl Nornor 12 Tahu11 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12); 

27. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kata Kendari 
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor SJ 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kora 
Kendarl Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Rota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari 
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 10); 

28.Peraturan Daerah Kata Kendari Nomor 7 Tahun 2019 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata Kendari Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 
Nomor7); 

• 



BE.RlTA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR ;2 '.1 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal 1-r - 1- 2020 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal ?.s; _ -:i. - 2020 

PARAF KCORDtffASI 
NO • INSTALASI/ UNrT KERJA PA RAF 
1 ,+!(. ~ tll\11.'M -c 
2 ~. B-1<'1-D 
3 i;:zl:b4:1 -4-J.u Vv It\ j ,; 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota K.endari. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 
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